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ABSTRAK 

(A). Nama  : Delpedro Marhaen Rismansyah; NIM: 205199203 

(B). Judul Skripsi : Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Dalam 

Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila (Studi Kasus 

Webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta). 

(C). Halaman  : viii + 100 + 27 + 2022.  

(D). Kata kunci : Pasal 28 UUD 1945, Kebebasan Akademik, Otonomi  

  Keilmuan 

(E). Isi Abstrak :  

Kebebasan akademik dan otonomi keilmuaan merupakan hak mahasiswa dan 

dosen, namun sering mengalami masalah sebagaimana yang terjadi pada Studi 

Kasus Webinar, “Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Dalam Sistem 

Pemerintahan Demokrasi Pancasila (Studi Kasus Webinar Constitutional Law 

Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)”. Apakah 

webinar mengenai “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau 

dari Sistem Ketatanegaraan” dibenarkan untuk diselenggarkan di Indonesia 

yang mempraktikkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila? Hasil 

penelitian menunjukkan webinar mengenai “Persoalan Pemecatan Presiden di 

Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” dibenarkan secara 

hukum untuk diselenggarkan di Indonesia yang mempraktikkan sistem 

pemerintahan demokrasi Pancasila, karena sejalan dengan Pasal 28 UUD 1945. 

Tindakan segelintir orang yang tidak dikenal yang melakukan teror pada 

penyelenggara webinar merupakan tindakan melawan hukum, bertentangan 

dengan demokrasi Pancasila dan melanggar HAM untuk bebas berbicara, 

berpendapat dan berkumpul serta melanggar kebebasan akademik dan otonomi 

keilmuan yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 
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